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WALIKOTA PALOPO 

PROVINSISULAWESISELATAN 

PERATURAN WALIKOTA PALOPO 

NOMOR: 2 2  TAHUN 2020  

TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2020 

WALIKOTA PALOPO 

DENGAN RAIDIAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang : bahwa untuk melaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 
2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu 
ditetapkan Peraturan Walikota Palopo tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 

1 .  Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan 
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-undang Nomor 1 1  Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan 
Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186) ; 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan 
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049) 
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9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang­ 
undangan (Lembaran Negara Reipublik Indonesia Tahun 2011  Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Reipublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tam.bahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398); 

10. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah dan 
terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tam.bahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tam.bahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah 
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Tam.bahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5155 ); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 
Tam.bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tam.bahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5156) ; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5272) 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjam.an Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tam.bahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 2 1  
Tahun 20 1 1  tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011  Nomor 310 )  

20. Peraturan Menteri Dalam. Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 
Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) 

2 1 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 157); 

22. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah ; 

23. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah ; 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkm:: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAIIAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 

Pasal 1 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Belanja semula 
berjumlah Rp. 1.011.204.683.790 berkurang sejumlah Rp (3.147.080.744) dengan rincian 
sebagai berikut : 

a. Pendapatan : 

1 .  Semula 

2. Bertambah / (Berkurang) Rp. (81.630.049. 954) 

Rp. 1.006.012.489.608 

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 924.382.439.654 

b. Belanja: 

1 .  Semula 

2. Bertambah / (Berkurang) Rp. (57.391.933.675) 

Rp. 1.106.452.239.608 

Jumlah Belanja setelah Perubahan 

Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan 

c. Pembiayaan: 

1 .  Penerimaan : 

Rp. 1.049.060.305.933 

Rp. (124.677.866.279) 

a) Semula 

b) Bertambah / (Berkurang) 

Rp. 103.381.125.000 

Rp. 88.138.116.279 

c) Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 191.519.241.279 

2. Pengeluaran: 

a) Semula 

b) Bertambah / (Berkurang) 

Rp. 

Rp. 

2.941.375.000 

63.900.000.000 

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan 

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan 

Rp. 

Rp. 

66.841.375.000 

124.677 .866.279 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 

Pasa1 2  

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan ini. 
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Pasal 3 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Palopo 
ini dalam Berita Daerah Kata Palopo. 

Diundangkan 
pada tanggal 

di Palopo 
1 9  O k t o b e r  2020 

Ditetapkan di Palopo 
pada tanggal 1 9  Ok to ber 2020 

WAL!KOTA PALOPO, 

. JUDAS AMIR 

- 
I 

PH .. :ir.SA DAN PENAr:GGUNG JA\'IA8 O A  H 
--- 

1 Sei'retaris Daerah 

2. Asisten \. t 
3. Kabag HuKum " 

4.Kasubag .l\-1 9 
. .,1. 
. 

- 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO, 

.__/ 

FIRMANZA DP 

BERITA DAERAH KOTA PALO PO TAHUN 2020 NO MOR 2 2 

. 4 .  



NO MOR URAIAN 
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 

URUT SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 

1 2 3 4 5 = 4 - 3  6  

SURPLUS/ (DEFISIT) (100.439.750.000,00) (124.677 .866.279,00) (24.238.116.279,00) 24,13 

3 PEMBIAYAAN DAERAH 

3 .  1  PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 103.381.125.000,00 191.519.241.279,00 88.138.116.279,00 85,26 
..... 

... ······· .................. .............. ...... ................ .................... .................... ......... . ......................... ············· 

3 .  1 . 1  sisa Leblh Perhltungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 0,00 34.049.876.279,00 34.049.876.279,00 0,00 

3 .  1 .  4  Penerlmaan Plnjaman Daerah dan Obllgasl Daerah 103.381.125.000,00 157.469.365.000,00 54.088.240.000,00 52,32 
.... ........... ... . ................. ......... ............................................... ......... ..... . ......................................... 

········································ 

3 . 2  PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 2.941.375.000,00 66.841.375.000,00 63.900.000.000,00 2.172,45 
··················· ································ 

...... ............ .............................................. 
······· 

....... ........................... ........... . ............... 
······················ 

3 . 2 . 3  Pembayaran Pokok Utang 2.941.375.000,00 66.841.375.000,00 63.900.000.000,00 2.172,45 

PEMBIAYAAN NETTO 100.439.750.000,00 124.677.866.279,00 24.238.116.279,00 24,13 

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 0,00 0,00 0,00 

Palopo, 19 Oktober 2020 

P A R H  
WAUKOTA PALOPO 

PEMERIKSA DAN PENANGGUNG JAWAB 
\ ' 

� 
� 

1. Sekretaris Oaerah n ' \ 

. 

f 
' 

2 Asisten 1. M. JUDAS AMIR 

3. Kabag Hukum 
/ 

J 

4.Kasubag Y\t9 f I 

RlNGKASAN PE/'OABARAN PERUBAHAN APBD Halaman 2 


